





A. Latar Belakang Penelitian 
Jasa rumah penitipan hewan merupakan ladang bisnis yang sangat 
menguntungkan, walaupun terbilang baru dan jumlahnya masih terbatas hanya 
pada kota-kota besar saja, namun usaha ini sudah tidak asing lagi bagi para 
pemilik hewan peliharaan, dan sangat membantu terutama pada saat musim 
liburan tiba. Pada musim liburan konsumen biasanya menggunakan jasa rumah 
penitipan hewan karena harus meninggalkan rumah dan hewan peliharaannya, 
sehingga tidak bisa merawat dan menjaganya. Oleh karena itulah jasa rumah 
penitipan hewan ramai digunakan oleh konsumen pada saat musim liburan, 
seperti libur hari raya dan libur sekolah. Akan tetapi hewan yang bisa dititipkan 
di tempat penitipan hewan hanya terbatas pada jenis kucing dan anjing saja.  
Kebutuhan konsumen untuk menggunakan jasa rumah penitipan hewan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor tingkat pendapatan, karena 
biaya penitipan hewan tergolong tinggi maka para pengguna jasa ini 
kebanyakan datang dari kalangan menengah keatas, yang sedang tidak bisa 
mengurus hewan peliharaan miliknya sehingga peran daripada jasa penitipan 
hewan sangat dibutuhkan segelintir orang, selain berniat untuk menitipkan 
hewan peliharaannya dalam jangka waktu tertentu, konsumen juga dapat 
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memanfaatkan fasilitas yang ada seperti salon, area bermain, dan klinik. Agar 
hewan peliharaannya menjadi bersih sehat dan tidak stress.  
Hal ini menimbulkan dampak positif dan juga negatif bagi konsumen 
pengguna jasa penitipan hewan, ketika konsumen pengguna jasa menggunakan 
jasa ini dan terjadi kejadian yang tidak dinginkan terjadi, sehingga merugikan 
pengguna jasa. Begitu pula yang dialami rumah penitipan hewan. Kerugian 
yang dialami para pengguna jasa rumah penitipan hewan lebih dikarenakan 
ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan. Misalnya Perbuatan Melawan 
Hukum. 
Seperti yang telah terjadi dalam prakteknya, yaitu telah terjadi 
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Garden Petshop 21 selaku 
pelaku usaha, Garden Petshop 21 telah merugikan Adhi selaku konsumennya, 
yaitu telah secara melawan hukum tidak melakukan perawatan yang baik dan 
benar.  
Kasus ini bermula saat Adhi hendak menitipkan seekor anjing 
peliharaannya yang berjenis Siberian Husky bernama Sky kepada pihak Garden 
Petshop 21 untuk di grooming atau melakukan perawatan seperti memandikan, 
memotong kuku, dan juga menitipkan Sky untuk beberapa hari kedepan 
dikarenakan Adhi akan berangkat keluar kota, akan tetapi yang terjadi terhadap 
Sky diduga adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh oknum pihak Garden 
Petshop 21, hingga menghilangkan nyawa Sky hewan peliharaan milik pak 
Adhi. Kasus ini menjadi viral pada saat pak Adhi hendak menjemput Sky dari 
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Garden Petshop 21 dan merekam kondisi Sky yang telah tidak bernyawa dan 
dimasukan kedalam karung bekas makanan hewan yang dipenuhi oleh darah 
dari Sky,  kemudian pak Adhi unggah pada social media pada bulan januari 
2019. Sehingga pak Adhi berasumsi bahwa telah terjadi perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh Garden Petshop 21 terhadap hewan peliharaannya. 
Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebelum tahun 
1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang 
bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau 
tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang 
timbul karena undang-undang. 
Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan 
adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam perkara 
Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu:1 
“Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 
daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau 
bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik 
dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain 
atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai 
akibat dari perbuatanya itu telah mendatangkan kerugian 
padaorang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”. 
 
Perbuatan Melawan Hukum tidak selalu memiliki arti sekedar perbuatan 
yang bertentangan atau melanggar undang-undang, akan tetapi suatu perbuatan 
yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan 
                                                          




masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Akibat dari Perbuatan 
Melawan Hukum tersebut selama dapat dibuktikan bahwa kesalahan si pembuat 
menimbulkan kerugian pada orang lain, maka si pembuat kesalahan itu akan 
dihukum untuk mengganti kerugian.2 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menunjukan betapa pentingnya perlindungan konsumen di 
Indonesia. Sehingga membuat hak-hak konsumen menjadi terlindungi. Dan hal 
ini yang membuat konsumen dapat merasa aman dan menuntut hak-haknya 
apabila kelak terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat merugikannya. 
Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 
keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. 
Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang menyebabkan konsumen 
berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika keamanannya diragukan dan juga 
dapat membahayakan keselamatan konsumen, maka jasa yang ditawarkan oleh 
pelaku tidak sesuai dengan harapan. Hal itu tentu saja akan merugikan 
konsumen.3  
Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul akibat dari adanya 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan 
melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-
                                                          
2 R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 1994, 
hlm. 13. 
3 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali 
Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1. 
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prinsip hukum yang bertujuan untuk mengkontrol atau mengatur perilaku 
bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang timbul 
dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan 
suatu gugatan yang tepat.4 
Konsumen sendiri telah dilindungi oleh hukum, ditandai dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
ini dicantumkan berbagai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen, 
juga terdapat pengaturan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha. Pelaku 
usaha harus menyadari bahwa mereka dapat menghargai hak-hak daripada 
konsumen, memproduksi barang dan juga jasa yang berkualitas, informasi yang 
benar dan juga jelas, aman dikonsumsi dan digunakan, mengikuti standar yang 
berlaku, dan dengan harga yang sesuai dengan jasa atau barang yang ditawarkan 
(reasonable). 
Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan peraturan perlindungan 
konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan 
kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di 
dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri 
memberikan kepastian hukum.5 Dengan adanya kepastian hukum maka 
                                                          
4 Munir Fuady, op.cit, hlm. 3. 
5 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila, 
Bandar Lampung, 2007, hlm. 37. 
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konsumen juga dapat menggunakan produk dengan rasa aman dan dapat 
menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkandalam 
penggunaan produk tersebut.6 
Konsumen pengguna jasa tempat penitipan hewan, selain dilindungi 
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
juga menjadi payung hukum bagi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Perternakan Dan Kesehatan Hewan. Seperti di dalam Pasal 66 huruf a 
disebutkan bahwa: 
1. Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang 
menyebabkan cacat dan/atau tidak produktif. 
2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana disebut pada 
ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. 
Setiap konsumen yang mengalami kerugian di rumah penitipan dan 
mengetahui adanya perbuatan melawan hukum yang disengaja ataupun adanya 
kelelaian dari pelaku usaha yang menyebabkan hewan peliharaannya menjadi 
terluka atau cacat, dan kerugian bagi konsumen secara immaterial, maka berhak 
melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan didalam 
Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesehatan 
Hewan. 
                                                          
6 Ibid, hlm. 38. 
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Rumah penitipan hewan merupakan bentuk usaha, maka rumah 
penitipan hewan harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang 
dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut mempunyai legalitas 
dari bentuk usahanya. Rumah penitipan hewan yang mempunyai bukti legalitas 
dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah. Rumah penitipan hewan sebagai 
pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, namun tidak 
menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna 
jasa, seperti kerugian yang dialami oleh pengguna jasa atas kelalaian dari pihak 
pemberi jasa.7 
Hubungan hukum antara rumah penitipan hewan dengan konsumen 
telah terjadi ketika rumah penitipan hewan memberikan janji-janji serta 
informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul 
hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan 
hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 
KUHPerdata, dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan 
pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau 
brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi 
para pihak yang membuatnya. 
Apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa 
maka rumah penitipan hewan harus bertanggung jawab sebagai pelaku usaha. 
                                                          




Konsumen harus menyadari dan mengetahui hak-haknya dalam kegiatan 
penyediaan jasa. Dengan adanya kesadaran dari konsumen mengenai semua 
hak-haknya maka kemungkinan akan kerugian dapat dihindari di kemudian 
hari. Pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum 
terhadap konsumen dapat di minta pertanggung jawabannya melalui jalur 
hukum. 
Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang perlindungan 
hukum konsumen terhadap pengguna jasa rumah penitipan hewan. Berdasarkan 
uraian diatas maka penulis akan membahasnya ke dalam sebuah penelitian 
hukum yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa 
Penitipan Hewan Atas Timbulnya Kerugian Oleh Pelaku Usaha Petshop 
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 
yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa 
penitipan hewan atas timbulnya kerugian oleh pelaku usaha dihubungkan 




2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha Petshop yang 
menimbulkan kerugian bagi konsumen dihubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen yang mengalami 
kerugian oleh pelaku usaha petshop dihubungkan dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka 
penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 
1. Untuk mengkaji, memahami, dan meneliti tentang bentuk perlindungan 
hukum terhadap konsumen pengguna jasa penitipan hewan atas timbulnya 
kerugian oleh pelaku usaha dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Untuk mengkaji, memahami, dan meneliti tentang bentuk tanggung jawab 
pelaku usaha Petshop yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen 
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
3. Untuk mengkaji, memahami, dan meneliti tentang upaya hukum yang 
dilakukan konsumen yang mengalami kerugian oleh pelaku usaha petshop 




D. Kegunaan Penelitian 
Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat 
diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas 
pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikirian bagi 
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan 
konsumen terutama yang berhubungan dengan pengguna jasa penitipan 
hewan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen.  
b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa penitipan hewan atas 
timbulnya kerugian oleh pelaku usaha dihubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Lembaga Pemerintah 
Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi 
pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah lembaga hukum 
guna memecahkan persoalan-persoalan dalam kasus tentang 
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa penitipan hewan atas 
timbulnya kerugian oleh pelaku usaha petshop. 
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b. Lembaga Pendidikan 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 
dan pengetahuan pada lembaga pendidikan khususnya lembaga Fakultas 
Hukum Universita Pasundan program studi tentang kepentingan 
individu masyarakat, sebagai suatu saran melakukan pengkajian 
masalah-masalah actual secara ilmiah, khususnya pada perlindungan 
hukum terhadap pengguna jasa penitipan hewan atas timbulnya 
kerugian oleh pelaku usaha petshop. 
c. Masyarakat 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran dan juga 
informasi terhadap masyarakat, dan juga dapat memberikan 
pengetahuan tentang perlindungan konsumen. 
d. Para Pelaku Usaha 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha 
tentang pentingnya menjaga hak-hak konsumen dalam bentuk jasa yang 
ditawarkan oleh pelaku usaha. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Pancasila sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup bangsa Indonesia 
telah menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan 
sebagaimana dinyatakan pada sila kedua yang menyatakan “kemanusiaan yang 
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adil dan beradab” dan sila kelima yang menyatakan “keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia”. 
Tujuan Bangsa Indonesia itu sendiri tertuang didalam Landasan 
konstitusional Bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di dalam 
Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:8 
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat yang 
berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen IV menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, 
maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan 
aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan 
dalam kegiatan perkenomian. 
Untuk mencapai tujuan pembangunan perlu diperhatikan berbagai unsur 
diantaranya unsur keadilan, Keadilan adalah hal yang dicita-citakan oleh setiap 
                                                          




bangsa, begitupun dengan Bangsa Indonesia. Teori politik atau ideology Negara 
yang berbicara keadilan ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 9. Seperti yang dikatakan oleh Jeremy Bentham 
bahwa:10 
“Pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan 
Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi 
semua individu. Dengan berpegangan pada prinsip tersebut 
diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan 
kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat ( 
the greatest happiness for the greatest number ) . Keadilan 
dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan 
kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-
banyaknya orang”. 
 
Fungsi daripada hukum itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja 
adalah untuk menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya 
sehingga ada persamaan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah 
terpelihara dan terjaminya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa 
keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak akan 
mungkin terwujud.11   
Perbuatan melawan hukum ialah suatu bentuk perikatan yang lahir dari 
undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.12 Sebelum tahun 
1919, Pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya 
                                                          
9 Otje Salman, Filsafat Hukum, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2009, hlm. 19. 
10 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 
2012, hlm. 61. 
11 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 50. 
12 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari 
Undang-Undang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 81. 
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pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap 
perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang 
pengaturannya belum terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan 
maka tidak dapat dikaitkan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah 
nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak 
orang lain. Dengan kata lain dimasa tersebut perbuatan yang bertentangan hak 
dan kewajiban hukum menurut undang-undang.13 
Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai, 
orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat 
bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.14 Perbuatan 
pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah 
hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak 
sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (persoonlijkheidrechten). Hak-hak 
kekayaan (vermogensrecht), hak atas kebebasan dan ha katas kehormatan dan 
nama baik.15 
Perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 
KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih”. 
                                                          
13 Rachmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 2007, hlm. 9.  
14 H.F.A.Volmar dan I.S. Aditwinata, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 
2006, hlm.5. 
15 Ibid, hlm. 185. 
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Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata hendak 
menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan 
nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya 
dalam bentuk pikiran semata-mata.16 
Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal.17 Selanjutnya menurut teori baru yang dikemukakan 
oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum”.18 
Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-
sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu 
setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan 
(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih 
sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Suatu 
perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan 
antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus 
menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah 
pihak bertemu dan sepakat.19 
                                                          
16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7. 
17 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1. 
18 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2006, hlm. 161. 
19 R. Subekti, op.cit, hlm. 1. 
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Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian 
suatu pihak (biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak 
lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut Pasal 1234 KUHPer prestasi 
terbagi dalam 3 macam: 
1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 
1237 KUHPerdata); 
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini 
terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata); dan 
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat seuatu (prestasi jenis ini 
terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata). 
Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, 
maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila 
sorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak 
melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, maka disbut orang tersebut melakukan wanprestasi. 
Adapun perjanjian pada akhirnya akan melahirkan sebuah perikatan 
yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perikatan bukan 
hanya dilahirkan melalui sebuah perjanjian saja melainkan bisa disebabkan oleh 
undangundang karena merupakan akibat dari perbuatan orang baik sesuai 
maupun tidak sesuai dengan hukum. 
Kemudian daripada itu apabila terjadi sebuah perbuatan yang 
sebagiamana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar 
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hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan 
sebagai perbuatan yang tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan 
dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu 
juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda 
orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.20 Dan menurut Pasal 1365 
KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah, 
perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena 
salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.21  
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan 
melawan hukum adalah, “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 
seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.22 
Ada hal menarik untuk membedakan antara ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata 
dan Pasal 1366 KUHPerdata, secara redaksional ketentuan Pasal 1365 
KUHPerdata menggunakan kata-kata “karena salahnya” (schuld) yang berbeda 
dengan bunyi Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan “karena kelalaian atau 
ketidak hati-hatian” (nalatigheid; onvoorzichtigheid). Kata “melawan hukum” 
mengandung arti baik tindakan aktif maupun pasif. Jika Pasal 1365 
                                                          
20 Ibid, hlm. 186. 
21 Munir Fuady, op.cit, hlm. 18. 
22 Munir Fuady, op.cit, hlm. 23. 
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KUHPerdata menekankan pada perbuatan aktif, maka Pasal 1366 KUHPerdata 
menekankan pada aspek pembiaran.23 
Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di atas dijelaskan lebih 
lanjut sebagaimana perbuatan-perbuatan apa saja mengharuskan seseorang 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 1366 
KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata. 
Pertanggung jawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan 
karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi 
jika memenuhi beberapa persyaratan: 
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 
2. Melanggar hak orang lain; 
3. Melanggar kaidah tata usaha; 
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian 
yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesame warga 
masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. 
Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan 
hukum, yaitu sebagai berikut:24 
1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365 KUHPerdata); 
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/tanpa unsur kesengajaan 
maupun kelalaian (Pasal 1366 KUHPerdata); 
                                                          
23 C. Asser, Perjanjian Hukum Perdata Belanda, Terjemahan Binol, Jakarta, 1991, hlm. 43. 
24 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Pradnya Paramitha, Jakarta, 
2009, hlm. 32. 
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3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367 KUHPerdata). 
Istilah perlindungan hukum menurut Phillip Hadjon merupakan suatu 
perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat 
hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan 
kedamaian.25  
Adapun konsep awal perlindungan hukum yang terkait dengan 
pemerintah dan tindak pemerintah sebagai titik sentralnya, sehingga lahirnya 
konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan 
tindakan pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan menjadi dua macam 
perlindungan hukum, yaitu:26 
1. Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 
preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada 
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 
preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 
                                                          
25 Phillipus. M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 
2006, hlm. 5. 
26 Ibid, hlm. 6. 
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keputusan yang didasarkan pada dekresi. Di Indonesia belum ada 
pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. 
2. Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan 
Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum 
ini. Pada hukum Represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar 
keabsahannya adalah pengamatan masyarakat. Aturan-aturannya bersifat 
terperinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi 
diskresi.27 
Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai perlindungan oleh 
hukum atau perlindungan dengan menggunakan paranata dan sarana hukum. 
Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, 
antara lain yaitu dengan:28 
1. Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk: 
a. Memberikan hak dan kewajiban; 
b.  Menjamin hak-hak para subjek hukum. 
2. Menegakan peraturan (by law enforcement) melalui: 
                                                          
27 Mulyana W. Kusuma dan Paul S. Baut, Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 15. 
28 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila, 
Bandar Lampung, 2007, hlm. 31. 
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a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah 
(preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan 
perjanjian dan pengawasan; 
b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) 
pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dengan menggenakan sanksi pidana dan 
hukuman; 
c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, 
recovery, remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 
Perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap 
hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu 
diberikan terhadap masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 
prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan 
belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan 
sosial.29 
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah 
merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan pertimbangan 
kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam 
                                                          
29 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53. 
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kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh 
hukum.30 
Hubungan hukum lahir karena adanya sebuah perikatan. Perikatan 
artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang 
mengikat itu adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut menciptakan 
hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tiap pihak mempunyai hak untuk 
menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi 
tuntutan itu, dan sebaliknya. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi yang 
merupakan objek perikatan. Perikatan itu adalah hubungan hukum. Hubungan 
hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa 
perbuatan,kejadian, dan keadaan.31 
Hukum perlindungan konsumen itu adalah keseluruhan asas-asas dan 
kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 
masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen 
anatara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.32  
Hukum Perlindungan Konsumen ini mendapatkan landasan hukumnya 
dari Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea ke-4 menyatakan: 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Umumnya, sampai 
                                                          
30 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 40 
31 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 
hlm. 198. 
32 A. Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 
2002, hlm. 14. 
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sekarang ini sebagian orang masih bertumpu kepada kata “segenap bangsa” 
sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia 
(asas persatuan bangsa). Akan tetapi disamping itu, dari kata “melindungi” 
terkandung pula asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tanpa ada 
kecualinya, ini artinya baik laki-laki ataupun perempuan, orang kaya atau orang 
miskin, orang kota maupun orang desa, orang pribumi ataupun keturunan, dan 
pengusaha ataupun konsumen, seluruhnya hak dan kewajibannya dilindungi 
oleh pemerintah atau negara.  
Dalam berbagai literature ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah 
mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan 
hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua 
istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian 
dari hukum konsumen. Menurut beliau hukum konsumen adalah : “keseluruhan 
asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah 
antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa 
konsumen, di dalam pergaulan hidup.”33 Hukum perlindungan konsumen 
adalah: “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan 
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia 
barang dan atau jasa konsumen.” 
                                                          
33 A. Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 
2002, hlm. 7. 
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Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur 
hukum konsumen maka dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 
harus sejalan dengan hukum perlindungan konsumen yang telah ada. Oleh 
karena itu dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Segala ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada 
saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.” 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen 
tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya, 
baik hukum konsumen maupun perlindungan konsumen membicarakan hal 
yang sama, yaitu kepentingan hukum konsumen, dengan demikian, hukum 
perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai seluruh peraturan hukum yang 
mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang 
timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku 
usaha berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional. 
Asas-asas ini telah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun asas-asas tersebut dapat 
disebutkan sebagai berikut:  
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1. Asas manfaat, asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen danpelaku usaha secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi 
masyarakat secaa maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen 
dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil. 
3. Asas keseimbangan, asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan 
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun 
spiritual. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini ditunjukan agar 
konsumen terjamin dalam hal keamana, keselamatan dalam penggunaan, 
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. 
5. Asas kepastian hukum, asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku 
usaha mematuhi hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen dan Negara menjamin 
kepastian hukum atas hal tersebut. 
Pertanggungjawaban hukum, adalah ada atau tidaknya suatu keinginan 
yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, 
pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang 
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dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.34 Istilah tanggung jawab hukum adalah 
kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. 
Ada norma atau perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelaku 
dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan norma hukum yang 
dilanggarnya.35 
Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku tidak baik 
yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku 
usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk tanggung 
jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa 
pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mengadopsi prinsip tanggung jawab profesional diatur dalam Bab IV tentang 
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 8 sampai 
dengan Pasal 17, dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen.36 
 
F. Metode Penelitian 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, 
yaitu metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah 
                                                          
34 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 59. 
35 Wahyu Sasongko, op.cit, hlm. 95. 
36 Az Nasution, op.cit, hlm. 43. 
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untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.37 
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut:  
1. Spesifikasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode 
penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek 
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat 
dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian 
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya 
untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau 
dalam rangka menyusun teori-teori baru.38 Penelitian hukum yang 
menggunakan sumber hukum data sekunder. 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan 
pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. 
                                                          
37 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13. 




Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-
bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perlindungan 
hukum terhadap pengguna jasa penitipan hewan atas timbulnya kerugian 
3. Tahap Penelitian 
Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan 
tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan 
perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk 
mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. 
Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui: 
a. Studi Kepustakaan (Library Reasearch) 
Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, 
sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literature, majalah, 
koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 
1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri 
atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki 
peraturan perundang-undangan, yaitu: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen ke-empat (IV). 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  




d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan 
Kesehatan Hewan. 
e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
IndonesiaNomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil-
hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. 
3) Bahan Hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia 
dan bilbiografi. 
b. Studi Lapangan (Field Research) 
Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu untuk 
melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian 
lapangan dilakukan dengan wawancara (interview) dengan pihak-pihak 
yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk 
keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Studi Dokumen 
Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan 
melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa 
literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
b. Lapangan  
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan 
yang diteliti dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban-jawaban 
yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
5. Alat Pengumpul Data 
Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara 
menginvertarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-
bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik 
(computer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh. 
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b. Penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa 
pedoman wawancara untuk keperluan Interview yang merupakan proses 
tanya jawab secara tertulis dan lisan. 
6. Analisis Data 
Pada tahap selanjutnya, data-data yang diperoleh dari hasil studi 
kepustakaan dan wawancara kemudian disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara Yuridis Kualitatif dengan bertitik tolak dari norma-norma, 
teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang telah ada 
sehingga akan menghasilkan data Deskriptif Analisis.  
7. Lokasi Penelitian 
a. Studi Kepustakaan 
1) Perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Pasundan, Jalan 
Lengkong Besar No.68, Bandung. 
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan 
Dipatiukur No.35, Bandung. 
3) Perpustakaan Nasional Daerah Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah 
III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286. 
b. Studi Lapangan 
1) Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung 
Jalan Matraman No.17, Bandung. 
2) Garden Petshop 21, Jalan Raya Sawangan No.25, Pancoran Mas, 
Kota Depok, Jawa Barat 16436.
 
 
